BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, abad ke-21 sering disebut sebagai abad yang kreatif dan
inovatif, hal ini terlihat dari perkembangan zaman dan teknologi yang
sangat pesat yang menjadikan masyarakat dituntut untuk terus belajar dan
menambah pengetahuan, serta dinamis dalam menimba ilmu pengetahuan
dan ide dalam hal perkembangan ekonomi. Sebagai contoh, salah satu
kreativitas yang berpotensi dikembangkan dalam era ekonomi kreatif ini
adalah seni dan hiburan.

Dalam hal menciptakan karya seni dan hiburan, banyak faktor yang
harus dipertimbangkan, salah satunya adalah hak kepemilikan yang ada
pada hasil karya tersebut dengan penciptanya. Hak cipta sendiri adalah
bagian dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan hak
yang bersifat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang
Hak Cipta yang selanjutnya disebut (“UU Hak Cipta Baru”), berbunyi:
“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin



untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.”!

Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, ketika suatu
ciptaan dilahirkan atau setelah adanya wujud nyata dari suatu gagasan atau
ide dalam bentuk nyata, tanpa membutuhkan prosedur formalitas tetentu,
tidak seperti hak milik industri yang harus melalui formalitas tertentu,
seperti pendaftaran, dan lain-lain. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh
hak cipta berdasarkan Pasal 40 ayat (1) tentang Hak Cipta adalah ciptaan
lagu, musik, dan sinematografi. Dalam pengertian Undang-Undang Hak
Cipta sinematografi adalah media komunikasi massa gambar gerak (moving
images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau
film cerita yang dibuat dalam pita seluloid, piringan video, pita video,
cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk
dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di
media lainnya. Bahkan Indonesia disebut sebagai sarang pembajakan hak

cipta karena banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia.’

' Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, “Hak Cipta adalah hak eksklusif
pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan
diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”

? Problem Pembajakan Dalam Era Global: http://www.HKI.lipi.go.id., diunduh tanggal 8 Agustus
2017, Pukul: 22.08 WIB.



Berdasarkan penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Huruf M, Karya sinematografi
yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images)
antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita
yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat
dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau
media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar
lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu

dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.

Sinematografi merupakan salah satu instrumen pokok dalam dunia
hiburan, karena dengan adanya sinematografi, memajukan dan memberikan
banyak informasi pada seluruh masyarakat dengan menggunakan sarana
yang menarik yaitu dengan film, miniclip, layanan iklan masyarakat, dan
lain lain. Karena karya sinematografi dibuat dengan tidak mudah, dan
dibutuhkan ide, kreativitas, keterampilan, serta niat, maka karya seni
tersebut haruslah diberi penghargaan. Penghargaan ini tidak semata-mata
diberikan terhadap karya itu sendiri, tetapi kepada siapa yang membuat
karya ersebut, dengan menghargai penciptanya, oleh karenanya kita dapat
menikmati karya yang salah satunya adalah sinematografi tersebut.

Hasil dari karya seni oleh penciptanya dihargai oleh penikmatnya
dengan diberi penghargaan atau apresiasi secara moril, maupun materiil
berupa pemberian insentif kepada pencipta. Dan karena hal tersebut, hasil
sinematografi yang telah diciptakan seseorang mampu memberikan

kepuasan kepada orang lain, maka dari itu pencipta dan pemegang hak cipta



wajib diberikan apresiasi. Diberikannya apresiasi, dengan tujuan untuk
menghargai penciptanya, agar merangsang dan mengajak penciptanya,
untuk tetap menciptakan karya-karya yang berkualitas agar dapat dinikmati
oleh masyarakat dan meningkatkan perekonomian mereka. Tidak hanya
meningkatkan perekonomian penciptanya, tetapi juga dapat meningkatkan
perekonomian negara, dengan penjualan CD (Compact Disc), royalti
penyiaran TV Kabel, DVD (Digital Video Disc), dan lain-lain.

Karena sinematografi sangat mudah untuk dinimati, maka karya dari
sinematografi sangat populer di kalangan masyarakat, dan juga potensi
ekonomi untuk negara sangatlah besar, maka hasil karya dari sinematografi
baiknya lebih diperhatikan dan diberikan perlindungan. Perlindungan yang
dimaksud adalah dengan Undang-Undang Hak Cipta untuk melindungi
karya-karya yang ada. Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa
seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimilik oleh pemegang hak
cipta, maka pemegang hak cipta boleh memberikan izin kepada pihak lain
untuk memainkan karya ciptaannya tersebut, berdasarkan Pasal 80 Undang-

Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yakni:



. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak
Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat
(2), dan Pasal 25 ayat (2).
. Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak
Cipta dan Hak Terkait.
. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk
memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak
Terkait selama jangka waktu Lisensi.
. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian
Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan
penerima Lisensi.
. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan
berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur
keadilan.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk
memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektektual yang dapat
diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar

penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik



dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (knowhow) yang dapat
dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau
memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan
untuk  melaksanakan  kegiatan  jasa  tertentu, dengan
mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan
tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan
untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran
royalti yang dikenal juga dengan license fee.” Lisensi tersebut harus
diwujudkan dalam bentuk kontrak, berdasarkan KUHPerdata Pasal

1320.

Salah satu pihak yang harus membayar royalti adalah perusahaan TV
Berlangganan. Perusahaan TV Berlangganan di Indonesia sangat
menjamur, terlebih lagi banyaknya perusahaan TV Berlangganan yang
membuka bisnis dengan mengandalkan sekaligus paket internet dengan
harga yang menggiurkan untuk mengajak masyarakat untuk berlangganan
dan dapat menggunakan internet dengan harga terjangkau agar para
konsumen lebih puas. Para pemilik perusahaan TV Berlangganan ini
mempunyai beberapa kewajiban, selain memberikan rasa puas terhadap
para konsumen, yaitu menyuguhkan hiburan berupa acara TV lokal maupun
internasional yang beragam, juga membayar royalti atas penggunaan

tayangan yang disiarkan tersebut. Perusahaan TV berlangganan harus

* Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 10



mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh pemegang hak cipta yang
biasanya diwakili oleh satu perusahaan yang dipercaya untuk menyiarkan

saluran TV berlangganan, baik lokal maupun internasional.

Seperti pada kasus ini, pada tanggal 7 September tahun 2015 di Jawa Timur
PT MNC SKY VISION TBK, perusahaan TV berlangganan dengan brand
“INDOVISION” yang selanjutnya disebut Penggugat, menggugat Joko
Susanto yang kedudukannya adalah direktur dari PT PLUS MEDIA sebagai
Tergugat I, serta PT PLUS MEDIA sebagai Tergugat II, dimana PT PLUS
MEDIA adalah perusahaan TV berlangganan yang berdomisili di Jember.
PT PLUS MEDIA sebagai perusahaan TV berlangganan menyiarkan
beragam saluran TV yang mana hak siarnya dipegang oleh PT MNC SKY
VISION yang dipercaya oleh pihak industri penyiaran dari berbagai Negara.
Tetapi, PT PLUS MEDIA tidak pernah mengajukan permohonan izin untuk
menyiarkan saluran-saluran TV tersebut. Seharusnya PT PLUS MEDIA
mengadakan perjanjian dengan PT MNC SKY VISION agar dapat
menyiarkan saluran-saluran TV tersebut secara legal, dimana hal tersebut
tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, dan berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta,
atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada
Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
Maka dari itu, PT MNC SKY VISION TBK melayangkan gugatan kepada
Tergugat I dan Tergugat II karena dianggap telah menyiarkan saluran TV

milik “INDOVISION” secara ilegal karena PT PLUS MEDIA tidak



memberikan Royalti kepada PT MNC SKY VISION selaku pemilik hak siar

dari saluran TV tersebut. Maka dari itu penulis ingin membahas tentang

kewajiban-kewajiban dan hak-hak apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan

TV berlangganan

1.2 Rumusan Masalah

1.

Bagaimana prosedur dan mekanisme pemungutan royalti dan pemberian
lisensi antara pemegang hak cipta penyiaran TV berlangganan dengan
perusahaan TV berlangganan?

Bagaimana penerapan sanksi atas pelanggaran Hak Terkait pada kasus
08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.Niaga .Sby. berdasarkan Undang-

Undang No. 19 tahun 2002 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

I

Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme pemungutan royalti dan
pemberian lisensi antara pemegang hak cipta penyiaran TV
berlangganan dengan perusahaan TV berlangganan.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana maupun perdata
atas pelanggaran yang dilakukan oleh para tergugat sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 28

tahun 2014 tentang Hak Cipta.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kekayaan

Intelektual, khususnya pada Hak Cipta.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan mengenai pemungutan royalti pada hak
cipta khususnya tentang penyiaran sinematografi,

2. Menambah kajian untuk penelitian di bidang masalah
pemungutan royalti di Indonesia bagi para peneliti dan
mahasiswa,

3. Memberikan masukan yang berguna untuk berbagai pihak yang

terkait dengan pemungutan hak cipta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan, memuat uraian mengenai susunan tia[-tiap bab

secara teratur untuk memudahkan penelitian dan pembahasannya.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika

penelitian.



BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menyampaikan dan menguraikan landasarn teori yang
relevan, yang digunakan pada penelitian seperti tinjauan umum tentang Hak
Kekayaan Intelektual, tinjauan umum tentang Hak Cipta, tinjauan umum
tentang lisensi, tinjauan umum tentang royalti, dan tinjauan umum tentang

Sinematografi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat data yang diperoleh dari hasil penelitian kualitatif yang berupa data
primer dan sekunder yang berasal dari Kepustakaan dan Perundang-

undangan.

BAB IV: PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang terkait dengan

permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah serta pembahasannya.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan masalah yang
telah disampaikan dan diuraikan serta tidak lupa juga saran-saran yang
dapat dijadikan rekomendasi atas penemuan yang diperoleh dalam

penelitian.

DAFTAR PUSTAKA
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LAMPIRAN
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